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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul Revolusi Hukum Pidana Indonesia:
Analisis Komprehensif KUHP Baru 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang mendalam
mengenai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia
melalui diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
baru pada tahun 2023.

Reformasi hukum pidana merupakan suatu langkah penting dalam upaya
mewujudkan sistem keadilan yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan
nilai-nilai masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan mengkaji secara
komprehensif berbagai aspek dalam KUHP baru, buku ini berusaha
menyajikan analisis yang kritis dan terperinci, mulai dari perubahan norma-
norma hukum, konsep dasar pidana, hingga implikasi praktisnya bagi
penegakan hukum di tanah air.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi
hukum, mahasiswa, serta semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap
perkembangan hukum pidana di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi
referensi yang mampu memperkaya wawasan serta memberikan kontribusi
positif dalam diskursus hukum pidana Indonesia ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang
konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan karya ini di masa
mendatang.

Medan , 13 September 2025

Penulis
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BAB /
HUKUM PIDANA NAS/ONAL

A. PERGULATAN KUHP NASIONAL MENUJU PEMBAHARUAN
HUKUM DI INDONESIA
Dewasa ini pemerintah selalu menggunakan semangat pembaruan hukum

pidana untuk memastikan terciptanya pembangunan hukum nasional, salah
satu aturan payung paling penting yaitu Undang-undang Hukum Pidana (yang
kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) akhirnya
dibahas di DPR sejak 2015 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pembaruan hukum pidana yang digagas oleh pemerintah pada saat ini hanya
berfokus pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).!

Dalam titik tolak ini, pembaruan KUHP pada awalnya memiliki misi
tunggal, yaitu dekolonisasi hukum pidana. Namun demikian, pembaruan
hukum pidana saat ini berkembang menjadi 4 (empat) misi yaitu dekolonisasi,
rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi KUHP. Proses pembaruan
hukum pidana, khususnya KUHP menurut pandangan Aliansi Nasional
Reformasi KUHP sangat kental diwarnai oleh misi dekolonisasi dan misi
rekodifikasi daripada misi demokratisasi dan harmonisasi.

Misi dekolonisasi yang selalu dinyatakan sebagai semangat dasar para
penyusun RKUHP itu perlu dipertanyakan relevansinya saat ini karena proses
pembaruan terhadap KUHP sendiri telah 16 kali dilakukan sejak 1946. Selain
itu, proses pembaruan hukum pidana juga sudah dilakukan sejak lama melalui
berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga keseluruhan

' Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan
Perubahan, (Jakarta: LP3ES, Cetakan ke-3, 2013), him. 405.
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BAB 2
SEJARAH DAN LANDASAN
FILOSOFIS KUHP BARU

A. EVOLUSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Munculnya kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan terbesar

bagi sistem peradilan pidana di era globalisasi. Kejahatan seperti perdagangan
manusia, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya tidak lagi
terbatas pada satu negara, melainkan melibatkan jaringan kompleks yang
mencakup berbagai yurisdiksi.

Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum,
karena metode tradisional untuk menangani kejahatan dalam negeri seringkali
tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional.
Otoritas penegak hukum dan hukum pidana sekarang harus berkoordinasi
secara internasional, berbagi informasi, dan bekerja sama dengan badan-
badan global seperti Interpol dan Europol untuk memastikan bahwa pelaku
kejahatan dapat dibawa ke pengadilan, meskipun mereka beroperasi di
beberapa negara yang berbeda.

Selain tantangan operasional, kejahatan transnasional juga menimbulkan
tantangan hukum dan normatif terhadap hukum pidana. Perbedaan sistem
hukum, prosedur, dan standar hukum antar negara sering menghambat upaya
untuk mengadili penjahat yang beroperasi secara global. Misalnya, apa yang
dianggap sebagai pelanggaran hukum di satu negara mungkin tidak diakui
sebagai kejahatan di negara lain, sehingga menciptakan celah hukum yang
dapat dieksploitasi oleh penjahat.
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BAB 3
STRUKTUR DAN
SISTEMATIKA KUHP 2023

A. TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) BARU 2023
KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan

hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di
Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali
ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah
Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten
dan sistematis dalam menangani tindak pidana.

Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada
tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring
berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia
masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat
aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti
tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. Namun,
seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian
dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia'®.

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia,
KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun
sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan
perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik,
dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi

I8R. Muhammad, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah
Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 13,
no. 2 (2006)
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BAB 4

PENGATURAN TINDAK
PIDANA KHUSUS DALAM
KUHP 2023

KUHP baru tidak mengatur secara rinci semua jenis tindak pidana
khusus, tetapi memasukkan beberapa tindak pidana yang sebelumnya diatur
di luar KUHP (di luar undang-undang pidana umum), seperti tindak pidana
korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang, ke dalam
cakupannya sebagai tindak pidana yang bersifat serius atau luar biasa.
Perubahan ini ditandai dengan penempatan pidana mati secara alternatif untuk
tindak pidana tersebut, serta dengan berlakunya pasal yang mengatur bahwa
peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tetap berlaku selama
tidak bertentangan dengan KUHP baru.

A. DINAMIKA PERKEMBANGAN PROSEDUR PENYUSUNAN
KUHP BARU
Melihat perkembangan rumusan draft KUHP September 2019 hingga KUHP

Baru terlihat banyak moderasi, melalui perubahan rumusan atau memperkuat
rumusan melalui penjelasan. Ada juga yang tetap dipertahankan, tetapi ditindaklanjuti
dengan peraturan teknis. Misalnya Pasal 2 KUHP Baru soal hukum yang hidup di
masyarakat akhirnya diserahkan pengaturannnya melalui peraturan pemerintah sebagai
panduan dalam menyusun tata cara dan kriteria tentang hukum yang hidup di masyarakat.
Meskipun pada akhirnya pasal tentang hukum yang hidup di masyarakat tetap
dipertahankan, tetapi sebenarnya ketentuan ini menuai banyak kontroversi.
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BAB 5
IMPLEMENTASI DAN
TANTANGAN KUHP 2023

A. STRATEGI SOSIALISASI DAN TRANSISI
Khususnya aparat penegak hukum yang menjadi target utama, agar ada

kesamaan standar pemahaman dan parameter yang sama terhadap isi pasal-
pasal di KUHP baru, sehingga tidak terjadi multirafsir saat implementasinya
di lapangan. Keberlakuan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tiga tahun mendatang. Selama rentang waktu
transisi itu, pemerintah bakal memasifkan sosialisasi KUHP anyar tersebut

kepada masyarakat di seluruh penjuru nusantara. Lantas seperti apa cara yang
dilakukan pemerintah dalam menyosialisasikan KUHP tersebut?.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof
Edward Omar Sharif Hiariej membeberkan cara yang bakal ditempuh.
Menurutnya, ada tiga langkah yang bakal ditempuh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai leading sector sosialisasi
KUHP ke seluruh masyarakat.

“Ada beberapa langkah yang akan dilakukan sebelum KUHP baru
diberlakukan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Kemenkumham,

Pertama, langkah yang dilakukan dengan sosialisasi. Kegiatan ini,
menjadi tahapan awal yang ditempuh Kemenkumham secara bertahap hingga
menyeluruh. Sosialisasi tersebut nantinya bakal diawali kepada aparat
penegak hukum yang perlu mendapat pemahaman soal hukum pidana terbaru.

Selanjutnya, sosialisasi bakal dilanjutkan ke civitas akademika serta
seluruh lapisan masyarakat, supaya memiliki pemahamanan seragam soal
KUHP nasional. Bagi pemerintah, aparat penegak hukum sebagai pengguna
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BAB 6

ANALISIS PERBANDINGAN:
KUHP INDONESIA & KUHP
NEGARA LAIN

A. KUHP INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM PENGATURAN
PEMIDANAAN
Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga

pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di
Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda
yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum
peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam
sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai
pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan
sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem
hukum pidana barat.1Dalam buku karangan Romli Atmasasmita yang
berjudul perbandingan hukum pidana dijelaskan menurut winterton bahwa
perbandingan hukum adalah suatu metodeyang membandingkan sistem-
sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum
yang dibandingkan.
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BAB 7

PENGATURAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM
UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini
didorong oleh kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana nasional
yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum universal yang
diakui secara internasional.

Selain itu, tujuan pembaruan ini adalah untuk menggantikan KUHP lama
yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda, agar hukum pidana
Indonesia lebih mencerminkan identitas dan kedaulatan hukum nasional
yang mandiri serta relevan dengan perkembangan masyarakat.

Pembaruan hukum pidana Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem
pemidanaan nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-
prinsip hukum universal yang diakui di seluruh dunia.
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BAB 8

PENGATURAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN
HIDUP DI DALAM KUHP
NAS/ONAL

Walaupun terdapat banyak ketentuan pidana dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, itu bukan berarti perkara pidana lingkungan akan sering diajukan ke
Pengadilan Negeri. Instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan kasus
lingkungan hidup dalam praktik peradilan, umumnya hakim memanfaatkan
instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP lama) serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Penggunaan instrumen hukum pidana itu, selain terdapat kendala
dalam penyajian alat bukti, juga memerlukan pemikiran tentang isu lain yang
tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama dalam perumusan delik
lingkungan.>

Selanjutnya, dalam Draf Final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga diatur
penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Pasal 344 dan 345. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup juga telah mencakup ketentuan dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109, 112

34 Kosnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Y ogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2002).
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